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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Sektor Perikanan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi 
mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan 
dan/atau usaha tambak di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai 
kalangan, namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada 
kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan 
dan sosial. Perkembangan budidaya udang vannamei di Bangka Belitung 
(Babel) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat. 
Pemerintah Propinsi Babel menegaskan supaya setiap perusahaan tidak 
masuk dalam hutan lindung, jika memang masuk dalam sepadan pantai 
maka dibuat secara detail luasnya berapa dan titiknya.Namun, dari total 185 
pelaku usaha udang vaname baru 21 yang memiliki izin lengkap 
berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung. 

Diperlukan Strategi Penegakkan Hukum Untuk proses perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang secara Kolaborasi sehingga terjadinya 
Keberlanjutan baik secara ekonomi maupun Lingkungan hidup. 

Proyek Perubahan yang berjudul Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang (TU) Secara berkelanjutan Di 
Polda Kep. Babel, merupakan Proyek perubahan untuk meneakkan hukum 
bagai pengusaha Tu agar tidak melakukan perusakan alam dan tidak 
menggunakan kawasan hutan/area yang di lindungi. 

Proyek perubahan ini juga mendorong terjadinya peningkatan ekonomi , 
menurunkan permasalahan sosial masyarakat serta untuk menjaga iklim 
investasi yang baik. 
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I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG   

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar pemerintah dan juga 

seluruh  Komunitas Digital memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 
saat ini untuk mempercepat transformasi digital.   Di era digital, pemimpin 
dituntut memiliki soft skill dalam memahami perkembangan teknologi 
yang begitu pesat sekaligus bisa menggunakan perangkat digital, 
seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, pemanfaatan 
teknologi informasi yang 
berkembang begitu massif. 
Semua kegiatan manajemen bisa 
dipantau atau monitoring secara 
digital, sehingga akan lebih 
memudahkan seorang pemimpin 
untuk melakukan evaluasi saat terdapat kesalahan. Untuk itulah, 
diperlukan digital leadership di era digital ini. Transformasi Pelayanan 
haurs dilakukan oleh Instansi Publik Khususnya juga Direktorat Reserse 
& Kriminal Khusu di Wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Presisi merupakan akronim 

dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi-Berkeadilan. Dalam konsep 
Polri Presisi mempunyai empat pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 
kegiatan, 177 rencana aksi, dan 8 komitmen. Adanya empat Pilar 

Transformasi membuat organisasi 
menjadi lebih baik. “Ada empat 
transformasi yang menjadi jantung 
dari Polri yang presisi. Transformasi 
Organisasi, Transformasi 

Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi 
Pengawasan. 
Dalam konteks Polri transformasi organisasi digunakan untuk menjawab 
tantangan yang ada. Karena, digitalisasi dan kemajuan teknologi membuat 
semuanya menjadi lebih dinamis. Organisasi yang tak berubah akan 
tergilas oleh perkembangan zaman. 
          Transformasi organisasi adalah penyatuan sistem informasi 
kepolisian yang terintegrasi, pemenuhan sarana dan prasarana Polri, dan 
menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi. Polri bermaksud 
mengembangkan teknologi kepolisian modern di era police 4.0 dalam hal 
pelayanan    pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  

“Transformasi 
Digital Pelayanan 
Publik” 

“Transformasi Polri 

Presisi” 
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penegakan hukum. Mereka membangun sistem yang dapat meminimalisir 
interaksi antara petugas kepolisian dengan masyarakat dan 
menghilangkan potensi terjadinya pelanggaran. 

         Polisi sesuai Tupoksi Polisi Republik Indonesia memiliki peran 

penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat 
menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, 
pengayom, dan pelanyan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. 
Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
b. Menegakkan hukum dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelanyanan kepada 

masyarakat.  
 
Peran Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian sebagai penegak 
hukum berdasarkan atas asas 
persamaan kedudukan hukum 
masyarakat (Equality before the 
law) Aparat Kepolisian sebbagai 
penegak hukum sudah 
seharusnya dapat menjaadi panutan masyarakat, mampu menjadi 
pengendali dan sahabat masyarakat memiliki kualitas komunikasi yang 
baik. Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas 
aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, 
termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda-
bedakan suku, ras, agama, ekonomi dan budayanya Sektor Perikanan di 
Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara 
paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambak di 
Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam 
implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara 
pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. 
           Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam 
pengelolaan sumber daya alam ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), 
pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan 
merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta 
dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara 
aspek lainnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan 
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Dikuasai oleh negara memaknai Hak Penguasaan Aset Kekayaan 
Alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. 
Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita- cita akhir negara 
kesejahteraan (welfare state) yang harus diwujudkan negara oleh 
pemerintah Indonesia. 
 

“Peran Kepolisian 
Pada Penegakkan 

Hukum” 
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Perkembangan budidaya udang vannamei di Bangka Belitung (Babel) 

dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini 
ditandai dengan semakin luasnya areal tambak udang yang dibuka serta 
peningkatan produksi udang vannamei Babel. Data yang dihimpun DKP 
Babel, saat ini terterdapat 185 pelaku usaha baik perusahaan maupun 
perseorangan yang telah melakukan aktivitas usaha budidaya vannamei di 
seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tercatat  di tahun 
2021 udang vannamei mencapai 7.165 ton dan di tahun 2022 mencapai 
8.929 ton yang dikirim keluar daerah mencapai 16.094 ton dengan total 
nilai diperkirakan mencapai 1,2 Triliun. “Hasil ini tentu saja 
menggembirakan, sebagaimana diungkapkan Gubernur Babel selisih 
PDRB sektor perikanan dengan timah hanya tinggal 1 digit saja, artinya 
perikanan khususnya komoditas udang vannamei bisa menjadi komoditas 
utama paska timah. Lebih jauh ia menuturkan tak hanya fokus pada soal 
perizinan tambak, Pemprov Babel juga concern dalam hal budidaya 
tambak yang berkelanjutan. “Permasalahan utama dalam pengembangan 
budidaya udang diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan yang 
disebabkan oleh pengelolaan limbah budidaya yang belum maksimal 
diterapkan ini juga yang kita tekankan kepada pelaku usaha, jangan 
sampai produktivitas digenjot namun untuk standar IPAL yang baik tidak 
diterapkan ini yang harus dihindari, DKP Babel bersama Dinas Lingkungan 
Hidup  juga melakukan sosialisasi standar pengelolaan Instalasi 
Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang baik supaya sepakat kita produksi 
naik namun kualitas lingkungan tetap terjaga. 

Terkait jika ada pengusaha tambak udang yang membandel dan tidak 
memiliki perizinan lengkap untuk 
usaha tambak udang, maka akan 
ditindak sesuai aturan dan disanksi 
tegas . Pemerintah Propinsi Babel 
menegaskan supaya setiap 
perusahaan tidak masuk dalam 
hutan lindung, jika memang masuk 
dalam sepadan pantai maka dibuat 
secara detail luasnya berapa dan 
titiknya. 

Namun, dari total 185 pelaku usaha udang vaname baru 21 yang memiliki 
izin lengkap berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung. 

Beberapa Tambak Udang di Babel ditutup karena : 

• Melanggar UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
• PP RI Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan  Tata Ruang  
• UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
• UU RI  no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan 

“Permasalahan 
Perijinan & 
Pengawasan 
Tambak Udang (TU) 

Di Wilayah Babel” 
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                 TABEL 1 : DATA TAMBAK UDANG VANAMEI DI PROV.BELITUNG 

 

TABEL 2 : IDENTIFIKASI LEGALITAS BUDIDAYA UDANG VANAMEI 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

Propinsi Babel merupakan Propinsi yang potensial untuk pengembangan 
Tambak Udang : 

 

 

2022202120202019KABUPATEN

79472917BANGKA

171062BANGKA TENGAH

372714-BANGKA BARAT

3325101BANGKA SELATAN

4311PANGKALPINANG

1474-BELITUNG TIMUR

11--BELITUNG

1851205521JUMLAH

BELITUNG 

TIMUR

BELITUN

G

PANGKAL 

PINANG

BANGKA 

SELATAN

BANGKA 

TENGAH

BANGKA 

BARAT

BANGKAURAIANNo

.

141433173779JUMLAH USAHA1

185 Usaha Tambak Udang (DATA OSS)

10111681119KONSTRUKSI (66)2

61-1391919PKKPRL

(67)

3

002321220Persetujuan

Lingkungan (39)

4

2031792660OPERASIONAL 

(117)

5

00124611SUDAH SS (CBIB) 

24

6
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Diperlukan Strategi Penegakkan Hukum Untuk proses perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang secara Kolaborasi sehingga terjadinya 
Keberlanjutan baik secara ekonomi maupun Lingkungan hidup 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kep. Babel 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 
tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
pada Tingkat Kepolisian Daerah, 
pasal 10 huruf d merupakan unsur 
pelaksana tugas pokok berada di 
bawah Kapolda, yang dipimpin 
oleh Dir Reskrimsus dengan 
pangkat Komisaris Besar Polisi 
(Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, 
dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
TUGAS POKOK & FUNGSI 
 

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d 
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 
Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan 
operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi: 

 penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain 
tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di 
daerah hukum Polda; 

 penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari 
dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; 

 pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta 
administrasi penyidikan oleh PPNS 

 pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di 
lingkungan Polda; dan 

 pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi 
dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. 

Batas-batas  wilayah : 
Barat     :  Selat Bangka 
Timur    :  Selat Karimata 
Utara     : Laut Natuna 
Selatan  : Laut Jawa  
6 Kabupaten 1 Kota 

Total luas wilayah : 81.725,06 km
2
. 

Darat  : 16.424,06 km
2
 (20,10 %) 

Laut    : 65.301 km
 2         

(79,90 %)   

Panjang garis pantai : 1200 km
 2
 

37 Kecamatan Pesisir 
Jumlah Pulau : 572 
Penduduk : 1.430 . 865 jiwa 

“Peran Direktorat 
Reserse Kriminal 

Khusus” 
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Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab 
kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah 
kendali Wakapolda. 

 
Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 
Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus. 
Ditreskrimsus terdiri dari: 

 Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

 Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

 Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); 

 Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
disingkat Sikorwas PPNS; dan 

 Sub Direktorat (Subdit). 
 

B. ANALISIS MASALAH  

         Identifikasi Masalah Organisasi 

Berdasarkan latar belakang dan data data  : 

 
 

 

 

 

2022202120202019KABUPATEN

79472917BANGKA

171062BANGKA TENGAH

372714-BANGKA BARAT

3325101BANGKA SELATAN

4311PANGKALPINANG

1474-BELITUNG TIMUR

11--BELITUNG

1851205521JUMLAH

BELITUNG 

TIMUR

BELITUN

G

PANGKAL 

PINANG

BANGKA 

SELATAN

BANGKA 

TENGAH

BANGKA 

BARAT

BANGKAURAIANNo

.

141433173779JUMLAH USAHA1

185 Usaha Tambak Udang (DATA OSS)

10111681119KONSTRUKSI (66)2

61-1391919PKKPRL

(67)

3

002321220Persetujuan

Lingkungan (39)

4

2031792660OPERASIONAL 

(117)

5

00124611SUDAH SS (CBIB) 

24

6
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

 

 

Dari total 185 pelaku usaha udang vaname baru 21 yang memiliki izin 
lengkap berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung sehingga perlu 
dilakukan Penertiban dalam proses perijinan dan Pengawasan diatas 
maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Potensi terjadi Kerawanan  kerusuhan akibat kehadiran investasi 
tambak udang ( TU) di daerah 

2. Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan 
3. Masyarakat dirugikan akibat   usaha tambak udang (TU) yang 

perizinan tidak jelas 
4. Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar 
5. Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang  

keberadaan TU yang tidak jelas 
6. Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya 

Pengaturan, Perijinan & Pengawasan 

Penyebab Masalah : 

1. Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & 
Masyarakat Yang Masih Lemah 

2. Program Yang dijalankan Saat ini masih sectoral & Konvensional 
3. Kolaborasi antar Stakeholder belum dibangun secara efektif 
4. Belum adanya strategi Perizinan Pengawasan yang optimal 
5. Dukungan dari pemangku kepentingan yang masih minim 
6. Komunikasi & koordinasi Efektif serta Kegiatan Terpadu dalam 

Pengawasan belum Optimal 

 

Penentuan Masalah Organisasi 

Pada proyek perubahan ini dirancang untuk penetuan masalah yaitu 
bagaimana Strategi Penegakkan Hukum Pada proses Perijinan & 
Pengawasan Tambak udang (TU) Secara berkelanjutan di wilayah Polda 
Kep. Babel . Pada analisisnya menggunakan SOAR adalah : 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

 

Tabel 3 : Analisis SOAR 

 

TEROBOSAN INOVATIF 

Gambar 1 : Alur Pikir PROYEK PERUBAHAN 

 

 

 

 

OPORTUNITY (O)

1. Komitmen pemerintah dalam tindakan preempitf, 
Preventif dan Represif dalam Harkamtibmas

2. Era Vuca & Revolusi Industri membuka  Peluang 
tranformasi & Kolaborasi

3. Peningkatan Citra Polisi di Masyarakat

STRENGTH (S)

1. Fungsi DITKRIMSUS dalam penegakkan Hukum 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

2. Transformasi Organisasi Polri Presisi

3. Dukungan Pimpinan Polri & Polda Untuk
Peningkatan Pelayanan Publik

STRATEGI (OA)

1. Pemenfaatan teknologi informasi dalam integrasi tugas
dan fungsi Program Edukasi dan Pembinaan kepada
Masyarakat tentang Proses Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

2. Membantu pemerintah dalam Mengatasi permasalahan

Kerusakan lingkungan dalam Tambak Udang yang 

menganggu Harkamtibmas

STRATEGI (SA)

1. Melakukan Langkah Strategis dalam membantu
pemerintah Dalam Penegakkan Hukum

2. Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder
terkait Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

ASPIRTION (A)

1. Dukungan pemerintah dan  masyarakat untuk
Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang

2. Kolaborasi instansi terkait

dalam kerjasama Edukasi & Pembinaan pada 
Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

STRATEGI (OR)

1.Melakukan Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

2.Penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan
melalui Kolaborasi

3.Melakukan Upaya Program Edukasi & Pembinaan
Kepada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

STRATEGI (SR)

1. Peran penting DITKRIMSUS dalam
Mendukung Program Pemerintah dsn
Transformasi organisasi POLRI

2. Melakukan Inovasi Sisitem skema Kolaborasi
Dengan Stakeholder

3. Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Sosialisasi
Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

RESULT (R)

1. Adanya Program Pemerintah dalam mengatasi
Permasalahan Lingkungan Alam

2. Revolusi industri 4.0 mendorong

terjadi sistem inovasi dan integrasi data  Serta 
Informasi

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

PENYEBAB MASALAH

(KONDISI SAAT INI)
SOLUSI INOVATIF

KONDISI YANG DIHARAPKAN

MANFAAT

AKIBAT JIKA MASALAH TIDAK DISELESAIKAN

Bekerjasama dengan stakeholder dalam Proses 

Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

ALUR PIKIR KOMPREHENSIF

1. Edukasi & Pembinaan pada 
Pengusaha Tambak Udang & 
Masyarakat Yang Masih Lemah

2. Program Yang dijalankan Saat ini 
masih sectoral & Konvensional

3. Kolaborasi antar Stakeholder 
belum dibangun secara efektif

4. Belum adanya strategi Perizinan 

Pengawasan yang optimal
5. Dukungan dari pemangku 

kepentingan yang masih minim
6. Komunikasi & koordinasi Efektif 

serta Kegiatan Terpadu dalam 

Pengawasan belum Optimal

1. Potensi terjadi Kerawanan  kerusuhan akibat kehadiran investasi TU di daerah

2. Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan

3. Masyarakat dirugikan akibat   usaha tambak udang (TU) yang perizinan tidak jelas

4. Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar

5. Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang  keberadaan TU yang tidak 

jelas

6. Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya Pengaturan, Perijinan 

& Pengawasan

1. Analisis Kebijakan

2. Penyusunan SOP

3. MOU/PKS antar 
Stakeholder

4. Edukasi & Pembinaan 

Kepada Pengusaha Tambak 

Udang & Masyarakat

5. Posko Koordinasi Antar 
Stakeholder

6. Satgas Tambak Udang 
Secara Kolaborasi

• Belum terjalinnya  kolaborasi dalam 
menangani masalah Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang 

• Belum Efektifnya program Pencegahan 
& PenegakkanHukum Dalam Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang

• Kurangnya Pemahaman tentang 
pentingnya Perijinan dan Pengawasan 

Tambak Udang terintegrasi
• Potensi daerah kehilangan pendapatan 

dan pajak akibat tidak adanya 
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

• Pemberian Ijin Tambak Udang merusak 

lingkungan dan tidak sesuai fakta di 
OSS

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG 

(TU) SECARA BERKELANJUTAN  DI POLDA  KEP. BABEL 1. Terciptanya Kolaborasi dalam  
Penindakan Hukum Pada perijinan & 
pengawasan Tambang Udang

2. Membantu pemerintah dalam Upaya 
Peningkatan Pendapatan & Pajak

3. Masyarakat semakin paham dalam 
mengantisipasi & memahami 
Masalah Tambak Udang 

4. Meningkatan transparansi dan 
akuntabilitas kegiatan Perijinan dan 
pengawasan

• Terjalinnya  kolaborasi dalam 
menangani masalah Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang 

• Efektifnya program Pencegahan & 
Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang

• Meningkatnya Pemahaman tentang 
pentingnya Perijinan dan Pengawasan 

Tambak Udang terintegrasi
• Potensi daerah pendapatan dan pajak 

meningkat karena adanya Pengaturan, 
Perijinan & Pengawasan

• Pemberian Ijin Tambak Udang tidak 

merusak lingkungan dan  sesuai fakta 
di OSS
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

 

 

 

Maka Inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Kondisi Saat Ini : 

1. Belum terjalinnya  kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang  

2. Belum Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 

3. Kurangnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan 
Pengawasan Tambak Udang terintegrasi 

4. Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya 
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan 

5. Pemberian Ijin Tambak Udang merusak lingkungan dan tidak sesuai 
fakta di OSS 

Kondisi Yang Diharapkan : 

1. Terjalinnya  kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang  

2. Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 

3. Meningkatnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan 
Pengawasan Tambak Udang terintegrasi 

4. Potensi daerah pendapatan dan pajak meningkat karena adanya 
Pengaturan, Perijinan & Pengawasan 

5. Pemberian Ijin Tambak Udang tidak merusak lingkungan dan  sesuai 
fakta di OSS 

 

Inovasi Yang dilakukan : 

1. Kebijakan Kapolda terkait anilis masalah pengawasan Tambak Udang 
2. Penyusunan SOP 
3. MOU/PKS antar Stakeholder 
4. Edukasi & Pembinaan Kepada Pengusaha Tambak Udang & 

Masyarakat 
5. Posko Koordinasi Antar Stakeholder 
6. Satgas Tambak Udang Secara Kolaborasi 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

 

 

Nilai Tambah Bagi Organisasi & Stakeholder 

Proyek Perubahan ini mendatangkan nilai tambah bagi organisasi 
Direktorat Kriminal Khusus yaitu terbangunnya Kolaborasi antar 
Stakeholder dalam proses perijinan , kegiatan serta pengawasan pada 
Tambak Udang sehingga dapat meningkatkan Penegakkan Hukum dan 
merupakan Rolemodel dalan kerjasama Strategis antar Stakeholder dan 
juga dapat meningkatakan lepercayaan Publik pada organisasi Polri. 

Kebaharuan 

Adapun kebaruan dari PROYEK PERUBAHAN ini yaitu adanya Suatu 
Strategi Penegakkan Hukum pada proses Perijinan dan Pengawasan 
Tambak Udang sinergitas dengan Stakeholder terkait 

Dapat di Replikasi 

PROYEK PERUBAHAN ini merupakan program Startegi Penegakkan 
Hukum  yang dapat dilakukan di tempat lain atau organisasi lain 
sehingga terjadi peningkatan kinerja organisasi dan meningkatkan 
kepercayaan publik. 

Dapat Diterapkan Secara Berkelanjutan 

Proyek Perubahan ini merupakan Proyek Perubahan yang dirancang 
untuk pembaharuan dalam Kerjasama antar Stakeholder dalam Suatu 
Strategi Penegakkan Hukum  dan harus dilakukan terus menerus untuk 
peningkatan kinerja organisasi sehingga Polda Babel dapat terus 
berkembang dan keberlanjutan. 

Kesesuaian dengan nilai nilai organisasi 

Proyek Perubahan ini sesuai dengan nilai nilai organisasi Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus yaitu dalam rangka preemtif, preventif dan 
Represif dari tugas pokok dan misi Ditreskrimsus dalam menjaga 
Harkamtibmas di wilayah Propinsi kep. Babel. 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

 

 

C. TUJUAN & MANFAAT  

Tujuan 

a. Tujuan Jangka Pendek 

1. Menyusun  Kebijakan  Kapolda Kep.Babel Untuk Perumusan 
Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang 

2. Melaksanakan Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 

3. Melaksanakan FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 

4. Penyusunan & Pembahasan skema  Kolaborasi dalam 
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak udang 

5. Menyusun Draft Penandatanganan MOU/PKS & SOP antar 
Stakeholder dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan 
Tambak Udang 

6. Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi 
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 

b. Tujuan Jangka Menengah 

1. Melaksanakan Penandatanganan MOU/PKS antar Stakeholder 
dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan 
Tambak Udang 

2. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder  
dalam Perijinan & Pengawasan  Penegakkan Hukum  Tambak 
Udang  di wilayah Kota Pangkalpinang 

3. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan 
hukum Tambak Udang  di wilayah Kota Pangkalpinang secara 
Kolaborasi. 

4. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum 
dalam Perijinan & Pengawasan  Penegakkan Hukum  Tambak 
Udang 

c. Tujuan Jangka Panjang 

1. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder  
dalam Perijinan & Pengawasan  Penegakkan Hukum  Tambak 
Udang  di seluruh Wilayah Kep. Babel 

2. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan 
hukum Tambak Udang  di Seluruh wilayah Kep. Babel 

3. Melakukan Pembentukkan Satgas Tambang Udang di Wilayah 
Kep.Babel 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

 

Manfaat 

a. Manfaat Internal (Polri) 

1. Terciptanya Kolaborasi dalam  Penegakkan Hukum Pada 
perijinan & pengawasan Tambang Udang dengan DKP & DLHK 

2. Terciptanya Integrasi data dan  informasi dalam Ancaman 
Kejahatan di Tambak Udang  

3. Meningkatkan  peran DITRESKRIMSUS melakukan Pembinaan 
Pada Masyarakat & Pengusaha Tambak Udang 

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Era Revolusi 
Industri 4.0 & Pencapaian Polri Presisi 

b. Manfaat Eksternal  

Bagi Pemerintah 

1. Tersedianya Integrasi Informasi Dan Data Dalam Suatu  
penindakan Hukum Perijinan & Pengawasan secara kolaboratif 

2. Menjadi role-model dalam  Pengembangan Kerjasama 
Penindakan Hukum Untuk Terjaganya Harkamtibmas 

3. Meningkatkan kinerja  organisasi Pemerintahan untuk Kolaborasi 
Pelayanan Publik 

4. Membantu pemerintah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan & 
Pajak daerah. 

Bagi Masyarakat 

1. Masyarakat semakin paham dalam mengantisipasi & memahami 
Masalah Tambak Udang  

2. Meningkatan transparansi dan akuntabilitas kegiatan Perijinan dan 
pengawasan  

3. Terwujudnya  keamanan dan ketertiban Masyarakat 
4. Tingkat simpatik dan kepercayaan Masyarakat kepada Polri 

meningkat. 

D. KAITAN ANTAR PROPER DENGAN RBT 

Sesuai dengan arahan pemerintah untuk melakukan Transformasi 
Reformasi Birokrasi Tematik, maka proyek perubahan yang dirancang 
berhubungan dengan Penciptaan Investasi, Penegakkan Hukum pada 
Tambang Udang adalah dalam rangka melindungi lingkungan alam agar 
dapat berkelanjutan. Lingkungan alam tidak dirusak oleh adanya Tambak 
udang serta mempengaruhi sumber pendapatan masyarakat. Penertiban 
proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang juga bermanfaat untuk 
mengatur peningkatan perekonomian , menciptakan iklim investasi yang 
baik serta pendapatan pemerintah setempat. 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

 

E. RUANG LINGKUP  

Proyek Perubahan ini merupakan peran penting Direktorat Kriminal 
Khusus dalam Penegakkan Hukum Proses Perijinan & Pengawasan Pada 
Tambak Udang (TU) di Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
Kondisi Saat ini : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan & 
Pengawasan Belum Optimal & Belum Terintegrasi antar Stakeholder 
Locus : Polda Bangka Belitung 
Solusi : Analisis Kebijakan, FGD, Penyusunan SOP, Skema Kolaborasi, 
, MOU/PKS, Satgas Tambak Udang 
Kondisi Yang Diharapkan : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan 
& Pengawasan Menjadi Optimal & Terintegrasi antar Stakeholder 

 

F. PROFIL ORGANISASI 

Visi & Misi Organisasi 

 
Visi Ditreskrimsus :  
Terwujudnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel 
yang profesional, modern dan terpercaya” 
 
Misi Ditreskrimsus : 

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Ditreskrimsus baik 
secara kuantitas maupun kualitas 

2. Meningkatkan sinergitas dengan CJS dan instansi lainnya 
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal 

dalam penanganan perkara tindak pidana khusus 
4. Meningkatkan komitmen anti KKN dan mentalitas personal 

Ditreskrimsus melalui pelaksanaan revolusi mental yang 
berkesinambungan. 
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 DI POLDA KEP. BABEL 

 
 

Tugas & Fungsi Organisasi 

1. Meningkatkan kemampuan Sumber daya Manusia Direktorat 
Reskrimsus baik secara kuantitas maupun kualitas; 

2. Meningkatkan sinergitas dengan Criminal Justice System dan 
instansi terkait lainnya; 

3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal 
dalam penanganan perkara tindak pidana khusus; 

4. Meningkatkan komitmen anti KKN dan mentalitas personil Direktorat 
Reskrimsus melalui pelaksanaan Revolusi Mental yang 
berkesinambungan. 

Tugas & Fungsi Peserta 

1. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi 
penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus 
menyelenggarakan fungsi: 

2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain 
tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah 
hukum Polda;  

3. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di 
lingkungan Polda;  

4. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 
dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;  

5. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan 
mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan  

6. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta 
administrasi penyidikan oleh PPNS. 

 
 

G. OUTPUT & OUTCOME  

Jangka Pendek :  

1. Tersusunnya  Kebijakan  Kapolda Kep. Babel Untuk Perumusan 
Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & 
Pengawasan Tambak Udang  

2. Terlaksananya Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,  

3. Terlaksananya FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,  

4. Terusunnya & Terlaksananya Pembahasan skema  Kolaborasi 
dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak 
udang,  
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5. Tersusunnya Draft  MOU / PKS & SOP antar Stakeholder dalam 
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 

6. Tersosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi 
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 

       Jangka Menengah :  

1. Terlaksananya Penandatanganan MOU/PKS antar Stakeholder 
dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak 
Udang  

2. Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar 
Stakeholder  dalam Perijinan & Pengawasan  Penegakkan Hukum  
Tambak Udang  di wilayah Kota Pangkalpinang, 

3. Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan 
hukum Tambak Udang  di wilayah Kota Pangkalpinang Secara 
Kolaborasi,  

4. Terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan 
Hukum dalam Perijinan & Pengawasan  Penegakkan Hukum  
Tambak Udang 

Jangka Panjang :  

1. Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar 
Stakeholder  dalam Perijinan & Pengawasan  Penegakkan Hukum  
Tambak Udang  di seluruh Wilayah Kep. Babel 

2. Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan 
hukum Tambak Udang  di Seluruh wilayah Kep.Babel,  

3. Terlaksananya Pembentukkan Satgas Tambang Udang di Wilayah 
Kep. Babel 

OUTCOME 
 
Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada Proses 
Perijinan & Pengawasan Tambak Udang Sehingga Mendorong 
Program Keberlanjutan & Meningkatkan Income Pemerintah, 
Pengusaha & Masyarakat 
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H. TAHAPAN (MILESTONE)   

                  Jangka Pendek 

 

 

 

 

 

 

StakeholdersWaktuOutputKegiatanNo

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda 

Babel
c. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

M2 SEPT 2023Surat Perintah Team EfektifTAHAP PERENCANAAN
a. Penyusunan Struktur Team Efektif
b. Pembentukan Sprin

A

a. Kapolda Kep. Babel

b. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel

c. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda 
Babel

d. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

M2 SEPT 2023Risalah Rapat & Risalah AudiensiTAHAP PENGORGANISASIAN
a. Pengiriman Undangan
b. Rapat Team Untuk Penjelasan Proper
c. Audiensi Dengan Pimpinan Terkait Implementasi Proper

B

TAHAP PELAKSANAANC

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda 

Babel
c. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

M3 SEPT 2023Surat Perintah Tim efektifRapat Tim Efektif
a. Pengembangan uraian tugas
b. Diskusi tugas dan tanggung jawab
c. Risalah Rapat

1

a. Kapolda Kep.Babel

b. Direktur DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel
c. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. 

Babel
d. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep Babel

M4 SEPT  2023Surat Kebijakan/RekomendasiMenyusun  Kebijakan Kapolda Babel Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi 

Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

a. Pembuatan Surat Undangan
b. Rapat Analisis Kebijakan
c. Menyusun Surat Kebijakan

2

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. 
Babel

c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
DITRESKRIMSUS Polda Kep Babel

d. Kabid Humas Polda  Kep.Babel

e. Kadinas PTSP
f. Kadinas DKP

g. Kadinas KLHK
h. Kajati babel

M1 OKT  2023Risalah AudiensiMelaksanakan Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang

a. Pembuatan Surat Undangan
b. Pelaksanaan Audiensi
c. Penyusnan & Pengesahan Risalah

3

StakeholdersWaktuOutputKegiatanNo

a. Direktur DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. 
Babel

c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdir
DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel

e. Kadinas PTSP
f. Kadinas DKP

g. Kadinas KLHK
h. Kajati Prop. Kjep.Babel

M1 NOV 2023Laporan hasil FDG & 

Rancangan Program

Melaksanakan FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan Perijinan & 

Pengawasan Tambak Udang

a. Pembuatan surat undangan
b. Pelaksanaan FGD
c. Notulensi hasil FGD

4

a. Direktur DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. 
Babel

c. Para Kabag , Kasubag & Kasubdit
DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel

e. Kabidkum Polda Kep.Babel
f. Kadinas DPMPTSP

g. Kadinas KKP
h. Kadinas KLHK

i. Kajati Prop. Kep. babel

M2 NOV 2023Skema KolaborasiPenyusunan & Pembahasan skema Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum 

Perijinan & Pengawasan Tambak udang

a. Pembuatan Surat Undangan

b. Diskusi Penyusunan & Pembahasanan Draft Skema Kolaborasi

5

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. 
Babel

c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit
DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel

e. Kabidkum Polda Kep.Babel
f. Kadinas DPMPTSP

g. Kadinas KKP
h. Kadinas KLHK

i. Kajati Prop. Kep. babel

M3 NOV 2023Draft MOU/PKS & SOPMenyusun Draft  MOU/PKS & SOP  antar Stakeholder dalam Penegakkan

Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

a. Pembuatan Surat Undangan
b. Diskusi Penyusunan & Pembahasanan Draft PKS
c. Rekomendasi Draf PKS Kolaborasi

6

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep Babel

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
d. Kabid Humas Polda Kep. Babel

e. Pengusaha Tambak Udang

M4 NOV 2023ANEV SosialisasiSosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi Penegakkan

Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

a. Pengirman Undangan

b. Penyiapan Materi Sosialisasi
c. Penyiapan Sarana & Prasarana Sosialisasi
d. Pelaksanaan Soisalisasi

7

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Babel
c. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

M4 NOV 2023ANEV ProperEVALUASI & MONITORING
a. Evaluasi Pelaksaan Proper
b. Laporan Akhir Implementasi Proper

D
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

             Jangka Menengah 

 

             Jangka Panjang 

  

StakeholdersWaktuOutputKegiatanNo

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babe

b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. 

Babel
c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel

e. Kabidkum Polda Kep.Babel

f. Kadinas PTSP
g. Kadinas DKP

h. Kadinas KLHK

i. Kajati Kep. Babel

j. Bupati di Wilayah Kep.Babel

k. Forkomida di Wilayah Kep. Babel

SEPTEMBER 2024Posko KoordinasiPilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder  dalam Perijinan & 
Pengawasan Penegakkan Hukum  Tambak Udang di seluruh Wilayah Babel
a. Penyiapan Anggaran
b. Pengiriman Undangan
c. Penyiapan Sarana & Prasarana
d. Launching Posko Koordinasi

1

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babe
b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. 

Babel
c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel

e. Kabidkum Polda Kep.Babel

f. Kadinas PTSP
g. Kadinas DKP

h. Kadinas KLHK

i. Kajati Kep. Babel

j. Bupati di Wilayah Kep.Babel
k. Forkomida di Wilayah Kep. Babel

DESEMBER 2024Hasil ANEV SosialisasiImplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di 
Seluruh wilayah Babel
a. Pembuatan Surat Undangan
b. Penyiapan Sarana & Prasarana
c. Program Implementasi secara Kolaborasi

2

a. Gubernur Babel

b. Kapolda Babel

c. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babe
d. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. 

Babel

e. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit

DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

f. Kabid Humas Polda Kep. Babel
g. Kabidkum Polda Kep.Babel

h. Kadinas PTSP

i. Kadinas DKP

j. Kadinas KLHK

k. Kajati Kep. Babel
l. Bupati di Wilayah Kep.Babel

m. Forkomida di Wilayah Kep. Babel

FEBRUARI 2025Satgas Tambak UdangMelakukan Pembentukkan Satgas Tambang Udang di Wilayah Babel
a. Pengiriman Undangan
b. Penyiapan Sarana Prasarana

c. Pembentukkan Satgas Tambak Udang secara Kolaborasi

3

StakeholdersWaktuOutputKegiatanNo

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITKRIMSUS Polda 
Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel
e. Kabidkum Polda Kep.Babel
f. Kadinas PTSP

g. Kadinas DKP
h. Kadinas KLHK

i. Kajati Kep. Babel

DESEMBER 2023NKB / PKSMelaksanakan Penandatanganan MOU/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan

Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
a. Pengiriman undangan
b. Pengesahan Naskah bersama/PKS

1

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda 
Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel
e. Kabidkum Polda Kep.Babel
f. Kadinas PTSP

g. Kadinas DKP
h. Kadinas KLHK

i. Kajati Kep. Babel
j. Walikotmadya Pangkalpinang
k. FORKOMIDA  Kota Pangkalpinang

MARET  2024Posko KoordinasiPilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder  dalam
Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum  Tambak Udang di wilayah 
Kota Pangkalpinang.
a. Penyiapan Anggaran
b. Pengiriman Undangan
c. Penyiapan Sarana & Prasarana
d. Launching Posko Koordinasi

2

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda 
Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel
e. Kabidkum Polda Kep.Babel
f. Kadinas PTSP

g. Kadinas DKP
h. Kadinas KLHK

i. Kajati Kep. Babel
j. Walikotmadya Pangkalpinang
k. FORKOMIDA Kota Pangkalpinang

MEI 2024ANEV  ProgramImplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak
Udang di wilayah Kota Pangkalpinang secara Kolaborasi.
a. Pembuatan Surat Undangan
b. Penyiapan Sarana & Prasarana

c. Program Implementasi secara Kolaborasi

3

a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel
b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel

c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda 
Kep.Babel

d. Kabid Humas Polda Kep. Babel
e. Kabidkum Polda Kep.Babel
f. Kadinas PTSP

g. Kadinas DKP
h. Kadinas KLHK

i. Kajati Kep. babel

JUNI 2024Integrasi Data & informasiIntegrasi data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam
Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum  Tambak Udang

a. Penyiapan Sarana & Prasarana

b. Proses Integrasi Data & informasi antar Stakeholder
c. ANEV

4
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 

 

II. IMPLEMENTASI  TAHAPAN 
PROPER 
 
 
 
 

 
 

Pada tahap pertama yaitu perencanaan dilakukan perencanaan 
pembentukkan team efektif dan pengorganisasian team efektif untuk 
membantu Project Keader mengimplementasikan Proper khusunya pada 
Jangka Pendek. 

Gambar 2 : Rapat Pembentukkan Team Efektif 
 

 
 
 
 

 
 

Kegiatan Tahap awal ini menerbitkan Sprin Team Efektif & Struktur 
Organisasi 

  

PERENCANAAN & 
PENGORGANISASIAN 

12 September 2023 

TUJUAN  : Melakukan Pembentukkan Team Efektif Untuk  
Membantu Project Keader Dalam Implementasi Proper 
OUTPUT  : Sprin Team Efektif 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 
  

MENTOR

KBP DJOKO JULIANTO

WKL MENTOR

AKBP SLAMET ADY PURNOMO

PROJECT LEADER

AKBP BIM REKOAJI

KOORDINATOR TIM 
PENYUSUN SE/ST 

KAPOLDA

IPTU BUDI SANTOSO

KOORDINATOR TIM 
PENYUSUN SOP DAN 

MOU KERJASAMA

KOMPOL TRIYANTO

KOORDINATOR FGD

AKBP JAMAL FATHUR

LO KEJATI KEP. BABEL

IPDA REZA

LO DKP PROV. KEP. 
BABEL

IPDA WELLSONY

LO DLHK PROV 
KEP. BABEL

KOMPOL YUDHA

LO PUPR PROV 
KEP. BABEL

KOMPOL JOHAN 
WAHYUDI

LO PTSP PROV 
KEP. BABEL

AIPDA YUDHI

KOORDINATOR 
INTERNAL

IPTU EDI 
PURWANTO

KOORDINATOR TIM 
SOSIALISASI

SEKRETARIS

IPDA DEVIA 

BENDAHARA

BRIGPOL RUSDY

STRUKTUR TEAM EFEKTIF 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 
 

 
 
 
 
 

Implementasi Proper diawali dengan Rapat team efektif untuk penjelasan 
tugas dalam pencapaian tahapan proper dan strategi untuk pentahapannya. 

Gambar 2 : Rapat Pengarahan Team Efektif 

 
 
 
 
 
 
 

Pada Rapat Pengarahan hasilnya ditungakan dalam bentuk risalah agar 
menjadi perhatian team efektif. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPAT TEAM EFEKTIF (1) 

TUJUAN  : Melakukan Rapat Team Efektif Untuk  
                   Penjelasan Tugas Dalam Pencapaian Tahapan  
                   Proper 
OUTPUT  : Risalah Pengarahan Team Efektif 

20 September 2023 

RISALAH PENGARAHAN TEAM EFEKTIF 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 
 
 

 
 
 
 
 

Implementasi Proper pada Jangka Pendek untuk kegiatan kedua yaitu 
melakukan rapat untuk penysusuna Surat Rekimendasi atau Kebijakan 
Kapolda Kep. Babel 

Gambar 3 : Rapat Penyusunan Kebijakan / Rekomendasi Kapolda 
 
 
 
 
 
 
 
Rapat menghasilkan Draft Kebijakan untuk diteruskan ke Direktur Reserse 
kriminal Khusus untuk Di terbitkan Surat Kebijakan atas nama Kapolda Kep. 
Babel. 
 
  

PENYUSUNAN KEBIJAKAN KAPOLDA 
BABEL(2) 

TUJUAN  : Melakukan Penyusunan Kebijakan Kapolda Babel  
                    Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Penegakkan  
                    Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak  
                    Udang 
OUTPUT  : Surat Kebijakan/Rekomendasi 

28 September 2023 

KEBIJAKAN/REKOMENDASI  KAPOLDA 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 
 
 

 
 
 
 

Pelaksanaan Audiensi dengan Stskeholder dilakukan untuk membangun 
Kolaborasi dalam proses PKS Pengawasan & Perijinan usaha Tambak Udang 
Secara Kolaboratif. Audiensi dilakukan pada Dinas PUPR, PTSP, Dinas DKP 
dan dengan Kejaksaan Tinggi Kep. Babel. 

Gambar 4 : Audiensi Dengan PUPR 

 
 
 
 
 

Gambar 5 : Audiensi Dengan PTSP 

 
 
 

 
 

Gambar 6 : Audiensi Dengan Dinas DKP 
 

 
  

AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER(3) 

TUJUAN  : Melakukan Audiensi Dengan Stakeholder Untuk  
                    Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan  
                    Tambak Udang 
OUTPUT  : Risalah Audiensi 

04, 08, 12,dan 17 Oktober 2023 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 
 

             Gambar 7 : Audiensi Dengan Kejaksaan Tinggi Kep. Babel 
 

 
 
 
 
 

Audiensi Dengan Stakeholder dituangkan dalam bentuk risalah / Notulensi 
hasi Sosialisasi 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 
 
 

 
 
 
 

Focus Group Discussion dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari audiensi 
yang dilaksanakan untuk skema Kolaborasi dalam pengawasan & perijinan 
Tambak Udang . 

Gambar 8 : Pelaksanaan FGD 
 

 
 
 
 
 

Hasil GGD dituangkan dalam bentuk notulensi / Risalah FGD. 

 
 

 
 
 

 
 

Kegiatan FGD juga di 
publikasi melalui Instagram 
dan media online lainnya. 

 
 

 
 
 
 
  

FGD DENGAN STAKEHOLDER(4) 

TUJUAN  : Melakukan FGD Antar Stakeholder Untuk  
                   Penegakkan Hukum Kegiatan Perijinan &  
                   Pengawasan Tambak Udang 
OUTPUT  : Risalah FGD 

02 November 2023 
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STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 
 
 
 
https://tribratanews.babel.polri.go.id/2023/11/02/ditreskrimsu

s-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-
perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/ 

i. https://lintasbabel.inews.id/read/365511/ditreskrimsus-polda-
babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-perizinan-tambak-udang-
vaname 

ii. https://terabasnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-
terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-
gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-
udang-di-babel/ 

iii. https://babel.antaranews.com/berita/376995/ditreskrimsus-
polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-
perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang 

iv. https://realistisnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-
terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-
gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-
udang-di-babel/ 

v. https://www.babelekspos.com/ditreskrimsus-polda-babel-
inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-
pengawasan-tambak-udang-di-babel/ 

vi. https://wartabangka.id/2023/11/02/ditreskrimsus-polda-babel-
gelar-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-
pengawasan-tambak-udang/ 

vii. https://www.wowbabel.com/lokal/59810726814/masih-ada-
tambak-udang-vaname-yang-belum-kantongi-izin-
ditreskrimsus-polda-babel-gelar-fgd 

viii. https://desakkasus.id/libatkan-stake-holder-terkait-
ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-
proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/ 

ix. https://liputperistiwa.id/2023/11/02/strategi-penegakkan-
hukum-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-
secara-berkelanjutan/ 

x. https://hitsnews.online/direktorat-kriminal-khusus-
ditreskrimsus-polda-bangka-belitung-kembali-menginisiasi-
forum-group-disscusion-fgd/ 

xi. https://nidianews.com/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-
strategi-gakkum/ 

xii. https://harian-tinta.com/2023/11/ditreskrimsus-polda-babel-
inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-
pengawasan-tambak-udang-di-babel.html 

xiii. https://bangka.sonora.id/read/503934538/ditreskrimsus-
polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-
perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel 
 

 
 

https://tribratanews.babel.polri.go.id/2023/11/02/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/
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https://lintasbabel.inews.id/read/365511/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-perizinan-tambak-udang-vaname
https://lintasbabel.inews.id/read/365511/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-perizinan-tambak-udang-vaname
https://lintasbabel.inews.id/read/365511/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-perizinan-tambak-udang-vaname
https://terabasnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/
https://terabasnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/
https://terabasnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/
https://terabasnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/
https://babel.antaranews.com/berita/376995/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang
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https://wartabangka.id/2023/11/02/ditreskrimsus-polda-babel-gelar-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang/
https://www.wowbabel.com/lokal/59810726814/masih-ada-tambak-udang-vaname-yang-belum-kantongi-izin-ditreskrimsus-polda-babel-gelar-fgd
https://www.wowbabel.com/lokal/59810726814/masih-ada-tambak-udang-vaname-yang-belum-kantongi-izin-ditreskrimsus-polda-babel-gelar-fgd
https://www.wowbabel.com/lokal/59810726814/masih-ada-tambak-udang-vaname-yang-belum-kantongi-izin-ditreskrimsus-polda-babel-gelar-fgd
https://desakkasus.id/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/
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https://desakkasus.id/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/
https://liputperistiwa.id/2023/11/02/strategi-penegakkan-hukum-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-secara-berkelanjutan/
https://liputperistiwa.id/2023/11/02/strategi-penegakkan-hukum-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-secara-berkelanjutan/
https://liputperistiwa.id/2023/11/02/strategi-penegakkan-hukum-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-secara-berkelanjutan/
https://hitsnews.online/direktorat-kriminal-khusus-ditreskrimsus-polda-bangka-belitung-kembali-menginisiasi-forum-group-disscusion-fgd/
https://hitsnews.online/direktorat-kriminal-khusus-ditreskrimsus-polda-bangka-belitung-kembali-menginisiasi-forum-group-disscusion-fgd/
https://hitsnews.online/direktorat-kriminal-khusus-ditreskrimsus-polda-bangka-belitung-kembali-menginisiasi-forum-group-disscusion-fgd/
https://nidianews.com/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum/
https://nidianews.com/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum/
https://harian-tinta.com/2023/11/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel.html
https://harian-tinta.com/2023/11/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel.html
https://harian-tinta.com/2023/11/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel.html
https://bangka.sonora.id/read/503934538/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel
https://bangka.sonora.id/read/503934538/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel
https://bangka.sonora.id/read/503934538/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel
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Penyusunan & pembahasan Kolaborasi dilakukan antar Stakeholder melalui 
rapat  untuk pembuatan draft PKS.    

 
Gambar 8 : Kegiatan Penyusunan Skema Kolaborasi  

 
 
 
 
 
 
 
Penyusunan Skema Kolaborasi didasarkan atas masukan para Stakeholder 
untuk Kolaborasi Pengawasan & perijinan Tambak Udang  secara berkelanjutan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN & PEMBAHASAN SKEMA 
KOLABORASI(5) 

TUJUAN  : Melakukan Penyusunan & Pembahasan Skema  
                   Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum Perijinan &  
                   Pengawasan Tambak Udang 
OUTPUT  : Draft Skema Kerjasama 

07 November 2023 
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Setelah dilakukan Audiensi dan pertemuan dengan Stakeholder untuk 
skema Kolaborasi maka selanjutnya dilakukan penyusunan Draft / Naskah 
PKS .& SOP 

Gambar 9 : Kegiatan Penyusunan Draft MOU/PKS & SOP 

 
 
 
 
 
 
 

Draft MOU PKS & SOP berhasil disusun untuk selanjutnya akan dilakukan 
pengesahan pada tahapan Jangka Menengah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PENYUSUNAN DRAFT PKS & SOP (6) 

TUJUAN  : Melakukan Penyusunan MOU /PKS & SOP Antar  
                   Stakeholder Dalam Perijinan &  Pengawasan  
                   Tambak Udang 
OUTPUT  : Draft MOU/PKS & SOP 

14 November 2023 

1  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG 

DENGAN 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Nomor: …… 

Nomor: ……… 

TENTANG 

PENGAWASAN TAMBAK UDANG 

 
Pada hari ini …………….. tanggal …………………, bulan ……………Tahun ………………………….. 

bertempat di ……………………….kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

 

1 Irjen Pol Dr. Tornagogo 

Sihombing S.I.K., M. Si., 

CRGP 

Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Daerah Kepulauan Bangka 

Belitung, berkedudukan di Jl. Bukit Intan-

Babel, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 

bertindak untuk dan atas nama 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Daerah Kepulauan Bangka Belitung 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2.  Dr. Safrizal ZA, M.Si Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung, berkedudukan di Komplek 

Perkantoran dan Pemukiman Terpadu 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Air 

Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota 

Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 

 

 

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,  selanjutnya bersama-sama disebut 

PARA  PIHAK, sepakat membuat perjanjian Kerjasama tentang pembinaan dan 

pelayanan terpadu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut: 

 
 

DRAFT 
MOU/ PKS 

SOP 
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Tahap akhir dari implementasi Jangka Pendek yaitu melakukan Sosialisasi  
Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi perijinan & pengawasan 
Tambak Udang. 

Gambar 10 : Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sosialisasi juga dilakukan 
melalui Instagram dan Media 
online lainnya. 

 
 
 
 
 
 

SOSIALISASI PERIJINAN & 
PENGAWASAN TU (7) 

TUJUAN  : Melakukan Sosialisasi Kepada Pengusaha  
                   Tambak Udang atas Kolaborasi Perijinan &   
                   Pengawasan Tambak Udang 
OUTPUT  : Hasil Sosialisasi 

23 Nopember 2023 
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Setelah implementasi proper dilaksanakan maka pada tahap selanjutnya yaitu 
melakuka evaluasi & Monitoring Untuk persiapan pembuatan Laporan Akhir 
Implementasi proyek Perubahan. 

Gambar 11 : Kegiatan Evaluasi & Monitoring 

  

EVALUASI DAN MONITORING 

TUJUAN  : Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait    
                    Implementasi stakeholder atas Kolaborasi   
                    Perijinan &   Pengawasan  Tambak Udang 
OUTPUT  : Hasil EVALUASI DAN MONITORING 

28 Nopember 2023 

RISALAH  EVALUASI DAN 
MONITORING 
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III. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN 
STRATEGIS 

Isue Strategis dalam permasalahan Perijinan & pengawasan 
Tambak Udang (TU) yang potensial merusak kelestarian alam 
dengan membuat solusi sebagai bagian dari kepemimpinan 
Strategis 

 
 
 

  

FGD SOLUSI  
PERMASALAHAN 

PENGAWASAN & PERIJINAN 
KEPADA PENGUSAHA 

TAMBAK UDANG 

KOLABORASI UNTUK 
PERMASALAHAN 

PENGAWASAN & PERIJINAN 
KEPADA PENGUSAHA 

TAMBAK UDANG 

SOSIALISASI 
PENGAWASAN & 

PERIJINAN KEPADA 
PENGUSAHA TAMBAK 

UDANG 
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IV. IMPLEMENTASI STRATEGI 

MARKETING 
 

Pemetaan Stakeholder & Strategi Komunikasi 

Stakeholder yg terlibat dalam proyek perubahan ini dapat dibagi 
dalam: 

Stakeholder Internal : 

1. Kapolda Kep. Babel 
2. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep.Babel 
3. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel 
4. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep. 

Babel 
5. Kabid Humas Polda Kep.Babel 
6. Karorena Polda Kep. Babel 
7. Karoops Polda Kep. Babel 
8. Kasubag Renmin Polda Kep. Babel 

Stakeholder Eksternal : 

1. Gubernur Kep. Babel 
2. Kadinas PTSP 
3. Kadinas DKP 
4. Kadinas KLHK 
5. Kadinas PUPR 
6. Kajati Kep. Babel 
7. Bupati di Wilayah Kep. Babel 
8. Forkopimda Provinsi Kep. Babel 
9. Pengusaha Tambak Udang 
10. Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang 
11. LSM 
12. Media Massa 
13. Akademisi 
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Tabel 4: Identifikasi Stakeholder 

 
 
 
 
 
 

EKSPEKTASI STRATEGI
ANALISA 

STAKE
JENIS STAKE

 KOMUNIKASI HOLDER HOLDER

1 Kapolda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi +++9 Promoter Utama

3 Direktur RESKRIMSUS Polda Babel
Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Serta 

Menyetujui Proper
Audiensi, Laporan & Konsultasi

+++9
Promoter Utama

4 Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi + Latent Sekunder

5
Para Kabag, Kasubag & KasubditDITRESKRIMSUS 

Polda Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  
Audiensi, Laporan & Konsultasi

++6
Latent Sekunder

6 Kabid Humas Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi ++6 Latent Sekunder

7 Karorena Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi ++6 Latent Sekunder

8 Karoops Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi ++5 Latent Sekunder

9 Kasubag Renmin Polda Kep. Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi ++5 Defender Primer

1 Gubernur Kep Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi +++9 Promoter Utama

2 Kadinas PTSP Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++6 Latent Sekunder

3 Kadinas DKP Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++6 Latent Sekunder

4 Kadinas KLHK Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder

5 Kadinas PUPR Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder

6 Kajati Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder

7 Bupati di Wilayah Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder

8 Forkomida di Wilayah Prop. Kep. Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi ++5 Latent Sekunder

9 Pengusaha Tambak Udang Koodinasi & Konsultasi Sosialisasi +/-2 Apathetic Primer

10 Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang Mendukung Proper Sosialisasi +/-2 Apathetic Primer

11 LSM Pengarahan & koordinasi Sosialisasi +/-2 Apathetic Primer

12 Media Massa Pengarahan & koordinasi Sosialisasi +/-2 Apathetic Primer

13 Akademisi Koordinasi & sosialisasi Sosialisasi +/-2 Apathetic Primer

NO STAKE HOLDER

  A. STAKEHOLDER INTERNAL

  B. STAKEHOLDER EKSTERNAL

DUKUNGAN/ 

PENGARUH

Kadinas KLHK++5

Karoops Polda 

Kep.Babel ++5

Kadinas PTSP++6

Kadinas PUPR++5

Kajati Kep.Babel 

++5

Akademisi +/-2

Karorena Polda 

Kep.Babel ++6

Masyarakat Di 

Sekitar Tambak 

Udang +/-2

Pengusaha 

Tambak 

Udang +/- 2

Forkomida di Wilayah 

Prop. Kep. Babel ++5

Media Massa +/-

2
LSM +/-2

Bupati di Wilayah 

Kep.Babel ++5

Para Kabag, Kasubag 

& Kasubdit 

DITRESKRIMSUS 

Polda Babel ++6

Kasubag Renmin 

Polda Kep. Babel++5

Kadinas DKP ++6

ACTION LEADER

Gubernur Kep. 

Babel +++9

Kapolda Kep. 

Babel +++9

Dirreskrimsus 

+++9

Staff Ditreskrimsus 

++6

Kabid Humas Polda 

Kep.Babel ++6
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Keterangan Panah : Pengaruh Stakeholder: 

 

 

 

Gambar 12 : Peta Stakeholder Setelah IPP 

Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat dibagi 
menjadi 4 (empat) macam, yaitu:  
1. Stakeholder Promotors, yaitu stakeholder/orang-orang yang harus 

benar-benar dilibatkan dan yang membawa pengaruh terbesar dalam 
proyek perubahan; 

2. Stakeholder Latent, yaitu stakehoder/orang-orang dengan pengaruh 
tinggi namun kepentingannya rendah. Stakeholders ini bisa sangat 
membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan;  

3. Stakeholder Defenders, yaitu stakeholder/orang-orang yang memiliki 
ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil. khususnya 
dalam komunikasi;  

4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakehoders/orang-orang yang pengaruh 
rendah dan kepentingan rendah, mereka tidak peduli terhadap proyek 
perubahan karena menjadi stakeholder secara kebetulan. 
 

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan stakeholder selanjutnya 
dilakukan penyusunan strategi  dengan tujuan strategi yang masih memiliki 
pengaruh rendah atau kepentingan rendah bisa ditarik pada kuadran yang 
tinggi pengaruh dan kepentingannya. Untuk itu, peta strategi komunikasi 
yang disusun adalah sebagai berikut :  

: Koordinasi +++ : Sangat mendukung 1-2 : Rendah 
: Pengawasan ++ : Mendukung 3-5 : Sedang 
: Pelaporan +/- : Netral 6-8 : Tinggi 

 - : Menolak 9-10: Tingi sekali 

 

Eksternal Internal 

PETA Kuadrant Stakeholder

Latents
Promoters

DefendersApathetics

RENDAH

1. Direktur Reskrimsus Polda Kep. 

Babel
2. Gubernur Kep. Babel
3. Kapolda Kep. Babel

1. LSM

2. Media Massa

3. Akademisi

4. Pengusaha Tambak 

Udang

KEPENTINGAN

PENGARUH

TINGGI

TINGGI

RENDAH

1. Kasubag Renmim 
Polda Kep Babel

2. Masyarakat Di 

Sekitar Tambak 

Udang

1. Karoops Polda 

Kep. Babel

2. Karorena Polda 
Kep. Babel

3. Para Kabag , 

Kasubag & 

Kasubdit

DITRESKRIMSUS 
Polda Kep. Babel

4. Kabid Humas 

Polda Kep. Babel 

5. Kadinas PTSP
6. Kadinas DKP

7. Kadinas KLHK
8. Kadinas PUPR

9. Kajati Babel

10. Bupati di Wilayah Babel
11. FORKOMIDA di Wilayah 

Babel

Latents

Defenders
Apathetics

RENDAH

1. Direktur Reskrimsus Polda 

Kep. Babel

2. Gubernur Kep. Babel
3. Kapolda Kep. Babel

4. Karoops Polda Kep. Babel

5. Karorena Polda Kep. Babel

6. Para Kabag , Kasubag & 

Kasubdit DITRESKRIMSUS 
Polda Kep. Babel

7. Kabid Humas Polda Kep. 

Babel 

KEPENTINGAN

PENGARUH

TINGGI

TINGGI

RENDAH

8. Kadinas PTSP

9. Kadinas DKP
10. Kadinas KLHK
11. Kadinas PUPR

12. Kajati Babel

13. Bupati di Wilayah Babel

14. FORKOMIDA di Wilayah 
Babel

RPP IPP
Promotor

Promotor

1. Kasubag Renmim Polda Kep Babel

2. Masyarakat Di Sekitar Tambak 
Udang

3. LSM

4. Media Massa

5. Akademisi

6. Pengusaha Tambak Udang
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Strategi Mempengaruhi Stakeholder  

 
Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholder 
masing- masing, untuk Stakeholder pada kuadran Promotors, strategi yang 
digunakan adalah manage closely yaitu kelompok  stakeholder yang 
sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, Strategi komunikasi 
yang  digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan  minat 
promotors terhadap proyek  perubahan:  

 Konsultasi secara reguler; 

 Pelaporan secara reguler; 

 Diskusi secara reguler; 

 Memberikan arahan dan bimbingan teknis; dan 

 Memantau progres kegiatan dan mengidentifikasi  hambatan 
terhadap proyek  perubahan.  

Kemudian untuk Stakeholder pada kuadran Defender strategi yang 
digunakan adalah Keep Informed , Stakeholder  ini terpengaruh oleh 
proyek perubahan namun tidak memberi dampak besar pada proyek 
perubahan Strategi komunikasi yang  digunakan adalah untuk  
meningkatkan minat  stakeholders terhadap proyek  perubahan yaitu 
dengan  konsultasi dan sosialisasi  tentang Strategi Penegakkan Hukum 
Proses Perijinan & Pengawasan pada Tambak Udang Secara Kolaborasi. 
Kuadran Latent strategi komunikasi yang digunakan adalah Keep Satisfied 
dimana stakeholder ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki 
wewenang dalam mengambil keputusan , Strategi komunikasi yang  
digunakan adalah untuk  meningkatkan pengaruh  stakeholders agar  
mendukung proyek  perubahan yaitu dengan  konsultasi yang reguler, 
sedangkan pada kuadran Aphatetic akan digunakan strategi minimal effort 
dimana Stakeholder  ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk secara aktif 
terlibat dalam proyek perubahan, Strategi komunikasi yang  digunakan 
adalah untuk  meningkatkan dukungan stakeholders agar  mendukung 
proyek  perubahan yaitu dengan,  saling memberikan masukan  dan 
berbagi pengalaman  dengan koordinasi,  kolaborasi, edukasi dan  
konsultasi. 

 
 

KEEP SATISFIED 

MANAGE CLOSELY 

MINIMAL EFFORT 

KEEP INFORMED 
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Tabel 5 : Detail Komunikasi Dengan Stakeholder 

 
 
 
 

EKSPEKTASI STRATEGI

 KOMUNIKASI

1 Kapolda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi

3 Direktur RESKRIMSUS Polda Babel
Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Serta 

Menyetujui Proper
Audiensi, Laporan & Konsultasi

4 Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi 

5
Para Kabag, Kasubag & KasubditDITRESKRIMSUS 

Polda Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  
Audiensi, Laporan & Konsultasi

6 Kabid Humas Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi

7 Karorena Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi

8 Karoops Polda Kep.Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi

9 Kasubag Renmin Polda Kep. Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi

1 Gubernur Kep Babel Mengarahkan & Memberikan Dukungan  Audiensi, Laporan & Konsultasi

2 Kadinas PTSP Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi

3 Kadinas DKP Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi

4 Kadinas KLHK Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi

5 Kadinas PUPR Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi

6 Kajati Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi

7 Bupati di Wilayah Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi

8 Forkomida di Wilayah Prop. Kep.Babel Komitmen Bersama & Kolaborasi Audiensi, Laporan & Konsultasi

9 Pengusaha Tambak Udang Koodinasi & Konsultasi Sosialisasi

10 Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang Mendukung Proper Sosialisasi

11 LSM Pengarahan & koordinasi Sosialisasi

12 Media Massa Pengarahan & koordinasi Sosialisasi

13 Akademisi Koordinasi & sosialisasi Sosialisasi

NO STAKE HOLDER

  A. STAKEHOLDER INTERNAL

  B. STAKEHOLDER EKSTERNAL

JENIS STAKEHOLDERS

APATHETICSDEFENDERSLATENTSPROMOTERS

Memberikan  

informasi 

kegiatan

• Mengoptimalkan
keterlibatan

• Menjelaskan perkembangan
kegiatan

• Menjelaskan manfaat
• Mendapatkan kepercayaan

dan dukungan
• Mengajak untuk terlibat

• Memberikan 
informasi detail

• Melibatkan secara  
penuh

TUJUAN 
KOMUNIKASI

PublikasiSosialisasiPersuasi dan AudiensiAudiensi dan Konsultasi
CARA 
KOMUNIKASI

Penyebaran  
informasi

Forum terbukaKordinasi Kerjasama FGD, Tim Pokja
KEGIATAN 
KOMUNIKASI

Metode

1. Telepon / Whatsapp

2. Online Webinar / Virtual  

Meeting

3. Tatap Muka (Focus Group  

Discussion)

4. Rapat Koordinasi

5. Kunjungan Bersama

Audiens Media

1. Menggunakan Surat Resmi

2. Menggunakan Modul
Paparan/ PPT(Softcopy /
Hardcopy)

3. Menggunakan Video

Singkat

a. Gubernur Kep. Babel

b. Kapolda Kep.Babel

c. Direktur RESKRIMSUS Polda 
Kep.Babel

d. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS 

Kep.Polda Babel

e. Para Kabag & Kasubag
DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

f. Kabid Humas Polda Kep. Babel

g. Karops Polda Kep. Banten

h. Karorena Polda Kep.Banten

i. Kadinas PTSP
j. Kadinas DKP
k. Kadinas KLHK
l. Kadinas PUPR

m. Kajati Babel

n. Bupati di Wilayah Kep. Babel

o. Forkomida di Wilayah Kep.Babel
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Branding Proyek Perubahan 

      Strategi marketing sebagai kunci keberhasilan dari Proyek 
Perubahan khusus untuk sektor publik. Proyek perubahan ini sangat 
bersentuhan dengan sektor publik karena menyangkut peningkatan 
kualitas pelayanan publik melalui suatu  pengembangan sistem 
pelayanan yang sebelumnya manual menjadi digital , adalah dengan 
penerapan 4 P 1 C yaitu : 

a) Product 

1. Kebijakan 
2. Dokumen Kerjasama 
3. Peta kolaborasi 
4. SOP 
5. Posko Koordinasi 
6. Satgas Tambak Udang 
 

b) Place 

Direktorat ResKrimum Polda Babel 

 

c) Price 

 Pengeluaran pemerintah Untuk Melestarikan lingkungan dapat 
diminimalkan 

 Proses Gakkum ttg perijinan dan pengawasan TU terkolaborasi 
 

d) Promotion 

Key sukses factor menjadi standar untuk promosi di wilayah lainnya 
untuk menerapkan konsep serupa terutama untuk Direktorat Kriminal 
Khusus Polda lainnya di setiap wilayah maupun stakeholder lainnya. 
Promosi juga dilakukan melalui 
sosialisasi baik online maupun 
offline termasuk juga 
menggunakan sosial media 
(Facebook, Instagram, Tiktok 
Youtube Banner,  Rapat 
koordinasi, rapat  sosialisasi untuk  
membangun sinergi dan  
kemitraan, 

e) Customer 

1. Dirreskrimsus 

2. Kadinas PTSP 

3. Kadinas DKP 

4. Kadinas KLHK 

5. Kajati Prop. Kep. Babel 

6. Pengusaha Tambak 

SOSIALISASI BY INSTAGRAM 
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SURAT DUKUNGAN STAKEHOLDER 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk 

Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172 

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303 

Laman www.ubb.ac.id 
 

 

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

      Nomor: 9165/UN50/TU.00.01/2023 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama : Prof. Dr. Ibrahim, M.Si 

NIP 198104102012121001 

Jabatan : Rektor Universitas Bangka Belitung 

 

Menyatakan memberikan dukungan Inovasi Proyek Perubahan dilaksanakan di Polda Kepulauan 

Bangka Belitung dengan judul “Strategi Penegakan Hukum Pada Proses Perizinan dan 

Pengawasan Tambak Udang (TU) Secara Berkelanjutan di Polda Kepulauan Bangka 

Belitung” yang disusun oleh: 

Nama : Bim Rekoaji, SE. 

Pangkat/NRP : AKBP/ 75070959 

Jabatan : Kasubdit 3 Tipidkor Dit Reskrimus Polda Kepulauan Bangka Belitung 

 

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan dalam rangka mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 (PKN TK.2) Angkatan XXVIII Tahun 2023 di 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 

 

 
Bangka, 21 November 2023 

Rektor, 
 

Ibrahim 

NIP 198104102012121001 
 

 

 

 

 

 

REKTOR UBB 
PENGURUS APTIN 

KADINAS DKP 
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V. PEMBERDAYAAN ORGANISASI 
PEMBELAJAR 

 

            Pembangunan Team Efektif 

Tata kelola proyek perubahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

Gambar 13 : Tata Kelola Proyek Perubahan 

 

TUGAS POKOK & FUNGSI  

a. Mentor/Project Sponsor :  
 Memberikan arah dalam pembuatan rancangan maupun 

implementasi dari proyek perubahan; 
 Memberikan dukungan dalam pembuatan rancangan maupun 

implementasi dari proyek perubahan; 
 Memberikan persetujuan dan kesepakatan atas Rancangan Proyek 

Perubahan, memberikan bimbingan dan advice kepada project leader 
dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan. 

b. Coach  :  
 Memberikan arahan perihal teknik penulisan rancangan maupun 

laporan proyek perubahan; 
 Membantu memberikan konsultasi dan memantau kegiatan 

pelaksanaan proyek perubahan. 
 
 
 

23

Team Dokumentasi 
& Administrasi

Team Kebijakan & 
SOP

Team Sistem, Teknik 
& Inovasi

Team Humas & 
Stakeholder

Project Leader 

Mentor

Coach

Project Sponsor

Berperan memberikan

dukungan, arahan,

bimbingan, serta petunjuk 

dalam proses proyek

perubahan;

Coach

Berperan memberikan

arahan,bimbingan, serta

petunjuk dalam proses 

proyek perubahan.

Project Leader

Bertanggung jawab memimpin

pelaksanaan proyekperubahan,

mulai dari perencanaan,

implementasi, hingga evaluasi dan

pelaporan proyek perubahan

Team Pelaksana

Project leader dibantu oleh tim 

pelaksana bertugas dalam

mengimplementasikan

pentahapan proyek perubahan 

dengan berkolaborasi dengan

stakeholders

AKBP Grace K Rahakbau, S.I.K, M.Si

AKBP Bim Rekoaji, S.E

Kombes Djoko Julianto, S.I.K M.H
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a. Project Leader :  
 Merancang proyek perubahan; 
 Melakukan eksekusi langsung terhadap semua kegiatan baik dari 

rancangan, implementasi kegiatan proyek perubahan maupum 
membuat laporan akhir; 

 Memimpin langsung jalannya kegiatan proyek perubahan. 
b. Pokja 1,  Administrasi & Dokumentasi: 
 Mempersiapkan dokumen yang di butuhkan baik dari rancangan, 

implementasi maupun laporan dalam proyek perubahan; 
 Melakukan dokumentasi baik video, photo dan lainnya dalam setiap 

aktivitas di proyek perubahan. 
c. Pokja 2, Team Kebijakan & SOP 
 Membantu project leader dalam merancang surat kebijakan dan 

skema kebijakan  termasuk penyiapan dokumen NKB/PKS. 
 Menelaah peraturan peraturan lain yang kemungkinan terjadinya 

overlapping termasuk produk hukum di Kepolisian maupun 
Stakeholder. 

d. Pokja 3, Team Sistem & Teknik Dan Inovasi  : 
 Membantu project leader dalam menyiapkan kegiatan teknik proyek 

perubahan; 
 Membantu memberikan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan 

produk dari output proyek perubahan; 
 Membantu project leader dalam memecahkan masalah masalah 

berkaitan dengan teknik dan operasi kegiatan proyek perubahan. 
e. Pokja 4, Hubungan Masyarakat & Stakeholder  : 
 Membantu project leader untuk komunikasi kepada masyarakat 

maupun kepada stakeholder; 
 Memberikan informasi kepada stakeholder tentang implementasi 

kegiatan dan memberikan update data yang diperlukan oleh 
stakeholder maupun project leader. 

Anggaran 

Anggaran yang dibutuhkan untuk PROYEK PERUBAHAN ini adalah 
Sebagai berikut : 

No Deskripsi Estimasi Biaya Keterangan 

1 Pokja pembuatan 
Kebijakan Kapolda dan 
SOP 

Rp. 5.000.000,- Internal 
Ditkrimsus 

2 Program Kerjasama, 
Posko Koordinasi  

Rp.   
25.000.000.,- 

Anggaran 
Polri/APBN 

3 Pengadaan Sarana & 
Prasara 

Rp. 5.000.000.,- Anggaran 
Polri/APBN 

4 Sosialisasi & 
Implementasi  

Rp. 
5.000.000.000,- 

Anggaran 
Polri/APBN 

 Estimasi Total Angaran Rp. 40.000.000,-  
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               Strategi Publikasi 

Strategi Publikasi juga dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun 
offline termasuk juga menggunakan sosial media (Facebook, 
Instagram, Tiktok Youtube Banner,  Rapat koordinasi, rapat  sosialisasi 
untuk  membangun sinergi dan  kemitraan 

 

MANAJEMEN RESIKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUSIRISIKOMASALAH

Membangun kesadaran tim pelaksana bahwa proyek perubahan ini
mendukung Pemerintah dalam Penanganan Penegakkan Hukum
Proses Perijinan & Pengawasan dan program Sosialisasi kepada
Masyarakat

Tim pelaksana tidak dapat  

melaksanakan pentahapan  

proyek perubahan secara

optimal

Padatnya kegiatan Kepolisian Beserta

Stakeholder di tahun 2023 serta

dalam kondisi penyesuaian pola kerja

akibat Pandemi Covid 19

Memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa proyek perubahan
bermanfaat bagi terintegrasinya system dan kerjasama antar
stakeholder serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat

Tidak terkelola

dengan baik dan

terjadi perbedaan

pandangan antar

Stakeholder

Integrasi Sistem & Kerjasama 

Stakeholder belum terbangun

Project Leader memberikan motivasi kapada tim efektif untuk
pentingnya proper yang dilaksanakan dan mendukung serta
menyiapkan tersedianya alokasi anggaran, sarana dan Prasarana bagi
keberhasilan proyek Perubahan

Pengajuan Anggaran di TA 2024 dan 2025

Tidak Berjalannya Implementasi
Proyek Perubahan

Koordinasi dan Kinerja Team Effektive

Proyek Perubahan
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FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 

Faktor Kunci Keberhasilan dari Proyek Perubahan ini adalah sebagai 
berikut : 

 KEPEMIMPINAN  : ADANYA KOMUNIKASI DNG  SELURUH  

             STAKEHOLDERS  TERBENTUKNYA  

TEAM EFEKTIF 

 INOVASI   : ADANYA KERJASAMA,  KEBIJAKAN,  

  PKS & SOP,  POSKO KOORDINASI,  

   SATGAS KOLABORASI TAMBAK  

    UDANG 

 DUKUNGAN   :  ADANYA PARTISIPASI STAKEHOLDER   

   PIMPINAN POLRI & PIMPINAN POLDA  

    KEP. BABEL  

 LEARNING ORGANIZATION : ORGANISASI  PEMBELAJAR DI   

LINGKUNGAN INTERNAL.  

PENINGKATAN KOMPETENSI 
PENEGAKKAN HUKUM  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 42 

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIIJINAN & 
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN  

 DI POLDA KEP. BABEL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 
RENCANA

JADWAL

PENGEMBANGAN

(60 hari)

RENCANA PENGEMBANGAN

POTENSI DIRI

SUBKOMPONEN

YANG PERLU

PENGEMBANGAN

KOMPONEN

PERILAKU

KEPEMIMPINAN

NO

September 2023Implementasi Dalam Proyek

Perubahan

TanggungjawabINTEGRITAS1

September 2023Pelaksanaan Focus Group 
Discussion

KomunikasiKERJA SAMA2

Oktober 2023Melakukan Benchmarking Terkait

Inovasi Penegakan Hukum, 

Melakukan Studi di Media Sosial
terkait Inovasi

InovasiMENGELOLA PROPER3

Lampiran I
Nomor : 523/1875/DKP-IV

Tanggal : 15 November 2023

Perihal : Permohonan Narasumber

AGENDA KEGIATAN (TENTATIVE)
SOSIALISASI PERDA PENYELENGGARAAN PEMBUDIDAYAN IKAN

No

.

Waktu Agenda Keterangan

1. 08:00 – 08:15 Pembukaan Panitia

2. 08:15 – 10:15 - Sosialisasi  Peraturan  Daerah

(PERDA)  Penyelenggaraan

Pembudidayaan  Ikan  Tahun

2023

- Peranan DPRD Provinsi dalam

pelaksanaan PERDA

- DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung

- DPRD  Provinsi  Kep.  Bangka

Belitung

3. 10:15 – 10:30 Coffee Break

4. 10:30 – 12:30 - Strategi  Penegakan  Hukum

Pada  Proses  Perizinan  dan

Pengawasan Tambak Udang

- Program & Kebijakan Tahun

2024

- Polda Kep. Bangka Belitung

- Dinas  Pertanian,  Pangan,  dan

Perikanan  Kabupaten  Bangka

Selatan

5. 12:30 – 13.15 Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan

6. 13:15 – 13:45 Ishoma dan Penutupan Panitia

Narasumber Dalam 
Sosialisasi Perda 

Pelatihan Online Tentang 
Kepemimpinan Digital 

Pelatihan Online 
Tentang Audit Berbasis 

Resiko 

-2- 

Lampiran Undangan 
 Nomor 

Tanggal 
: B.3221/DJPB.5/TU.330/XI/2023 
: 20 November 2023 

 

 

 
 

Jadwal Tentatif  
Sosialisasi CBIB dan Gerai Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Budi Daya 

Bangka Belitung, 23 – 24 November 2023 

 

Waktu (WIB) Materi/Kegiatan Narasumber 

Kamis, 23 November 2023 

11.00 - 12.00 Registrasi Panitia 

12.00 - 13.00 ISHOMA   

13.00 - 13.30 

Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Kadis Dinas KP Kepulauan 
Bangka Belitung 

Arahan dan Pembukaan oleh Direktur Jenderal 
Perikanan Budi Daya 

Dirjen PB 

13.30 – 15.00 

Perizinan Usaha Subsektor Perikanan Budi Daya 
Air Payau dan Laut melalui OSS RBA  

Kementerian Investasi / 
BKPM 

Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang Laut 

Direktur PRL, Ditjen. PKRL 
KKP 

Pemenuhan Kewajiban bagi Pemegang Izin 
Lingkungan pada Kegiatan Perikanan Budidaya   

Direktorat Pencegahan 
Dampak Lingkungan 
Usaha dan Kegiatan - 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 

15.00 - 17.30 

Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) 
Penyelenggaraan Pembudidayaan Ikan Tahun 
2023 

DKP Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung 

Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor 
Perikanan Budi Daya 

Direktur Pengawasan 
Pengelolaan SDP, Ditjen 
PSDKP 

Strategi Penegakan Hukum Pada Proses Perizinan 
dan Pengawasan Tambak Udang 

POLDA Kepulauan 
Bangka Belitung 

17.30 - 19.00 ISHOMA   

19.00 - 21.00 

Perizinan Berusaha UMKU CBIB 
Direktorat Produksi dan 
Usaha Budi Daya, Ditjen 
Budi Daya 

Penerapan CBIB pada Usaha Pembudidayaan Ikan 
Prof. Bambang Widigdo – 
IPB 

12.00 - 21.00 Gerai Perizinan:  

BPSPL Serang, DJPB, 
DPMPTSP Provinsi Babel, 
KLHK 

  -     NIB 

  -     PKKPRL 

  -     CBIB 

  -     Perizinan Lingkungan 

Jumat, 24 November 2023 

08.00 - 11.00 Lanjutan Gerai Perizinan  Panitia 

11.00 - 11.30 Penutupan Panitia 

%PLVN FO�JOJ�UFMBI �EJUBOEBUBOHBOJ�N FOHHVOBLBO�TFSUJGJLBU�FMFLUSPOJL�ZBOH�EJLFMVBSLBO�PMFI �# 4S&
�# 44 /

Narasumber Dalam Sosialisasi 
CBIB Sektor Kelautsn & 

Perikanan KKP RI 
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Mengarahkan & 
Mengorganisasi Team 

Efektif 

Menjadi narasumber 
Dalam FGD Proses 

Pengawasan & Perijinan 
Tambak Udang 

Melakukan Sosialisasi 
Proses Pengawasan & 

Perijinan Tambak Udang 
Kepada Pengusaha 

Tambak Udang 
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VI. KOMITMEN KEBERLANJUTAN 
PROPER 

 
Proyek perubahan ini akan terus dilanjutkan pada Jangka Menengah maupun 
Jangka Panjang. 

 
 

  

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH POLDA KEP.BABEL 

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS 

 
 

 

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN 

 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

 
Nama : DJOKO JULIANTO, S.I.K.., M.H. 

Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 77071323 

Jabatan : DIRRESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL 

 

Nama : BIM REKOAJI, S.E 

Pangkat/NRP : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI / 75070959 

Jabatan : DIRRESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL 

 

Berkomitmen untuk melanjutkan Proyek Perubahan dengan judul “STRATEGI 

PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK 

UDANG ” di Polda Kep. Babel. 
 
 

 

 
SELAKU MENTOR 

 

 
 

 

  DJOKO JULIANTO, S.I.K.,M.H.  

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323 

Pangkalpinang,        November 2023  

PESERTA 

 
 

 

 

BIM REKOAJI, SE.  

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070959 
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 DI POLDA KEP. BABEL 

 
  

1. Melaksanakan Penandatanganan Naskah Bersama 
MOU/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan 
Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak 
Udang 

2. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar 
Stakeholder  dalam Perijinan & Pengawasan  
Penegakkan Hukum  Tambak Udang  di wilayah Kota 
Pangkalpinang. 

3. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan 
Penegakkan hukum Tambak Udang  di wilayah Kota 
Pangkalpinang secara Kolaborasi. 

4. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder 
penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan  
Penegakkan Hukum  Tambak Udang 

5. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder 
penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan  
Penegakkan Hukum  Tambak Udang 

JANGKA MENENGAH 

1. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi 
antar Stakeholder  dalam Perijinan & Pengawasan  
Penegakkan Hukum  Tambak Udang  di seluruh 
Wilayah Babel 

2. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan 
Penegakkan hukum Tambak Udang  di Seluruh 
wilayah Babel 

3. Melakukan Pembentukkan Satgas Tambang 

Udang di Wilayah Babel 

JANGKA PANJANG 
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VII. KETERKAITAN MATA PILIHAN 

 

a. Hak Azazi Manusia : Hak azazi manusia dibutuhkan 
untuk peluang pengusaha Tambak Uang untuk 
berinvestasi yang harus dilindungi, akan tetapi juga 
harus memperhatikan lingkungan sekitar terutama 
masyarakat yang terdamoak yang potensi 
menimbulkan pelanggaran HAM. 
 

a. Pengawasan Berbasis Resiko : Pengawasan 
kegiatan Tambak udang dibutuhkan untuk 
memastikan tidak adanya pelanggaran yang 
dilakukan dan dalam konteks menegakkan hukum. 
 

b. Pertumbuhan Ekonomi Hijau : Lingkungan harus 
terjaga secara berkelanjutan dengan pengelolaan 
Tambak Udang tidak merusak alam, iklim investasi 
dan ekonomi harus bersahabat dengan alam dan 
tidak mencemari lingkunga termasuk penggunaan 
sumber sumber energi alternatif dalam kegiatan 
Tambak Udang.  
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VIII. PENUTUP (KESIMPULAN & 

SARAN) 
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LESSON LEARNT 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Pemimpin harus 

mempunyai  komitmen 

yang kuat dan  

berintegritas 

 

Pemimpin harus 

berwawasan  inovatif dan 

menjadi agen  

perubahan 

Pemimpin harus 

berkolaborasi dalam  

pencapaian tujuan 

suatu organisasi 

Visi Kemimpinn 

Strategis 

dibutuhkan Untuk 

Menjawab Solusi 

Issue Strategi 

3 
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LAMPIRAN : RAPAT & PEMBENTUKKAN 
TEAM EFEKTIF 

1. SURAT UNDANGAN 
2. ABSENSI 
3. NOTULENSI RAPAT 
4. SPRIN TEAM EFEKTIF 
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LAMPIRAN : PENYUSUNAN KEBIJAKAN 
KAPOLDA BABEL 

1. ABSENSI 
2. KEBIJAKAN KAPOLDA 
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LAMPIRAN : AUDIENSI DENGAN 
STAKEHOLDER 

1. SURAT UNDANGAN 
2. RISALAH AUDIENSI 
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LAMPIRAN FGD DENGAN STAKEHOLDER 
1. SURAT UNDANGAN 
2. ABSENSI 
3. RISALAH FGD 
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LAMPIRAN PENYUSUNAN SKEMA 
KOLABORASI 

1. SURAT UNDANGAN 
2. ABSENSI 
3. RISALAH SKEMA KOLABORASI 
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LAMPIRAN PENYUSUNAN DRAFT PKS 
1. SURAT UNDANGAN 
2. ABSENSI 
3. DRAFT PKS 
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LAMPIRAN SOSIALISASI PERIJINAN & 
PENGAWASAN TU 

1. SURAT UNDANGAN 
2. ABSENS 
3. LAPORAN HASIL SOSIALISASI 
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1. SURAT UNDANGAN 
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